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Skripsi yang berjudul ‚Analisis  Maqa>s{id al-Shari>’ahAs-Syatibi Terhadap 
Pendapat 4 (Empat)  Madzhab tentang Sahnya Talak Bid’i‛ adalah hasil penelitian 
pustaka (library research)yang menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pendapat 4 
(empat) madzhab tentang sahnya talak bid’i dan analisis  Maqa>s{id al-Shari>’ahAs-
Syatibi terhadap pendapat 4 (empat) madzhab tentang sahnya talak bid‘i. 
Data penelitian dihimpun melalui pengumpulan data, selanjutnya data yang 
terkumpuldiolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). 
Kemudian data dianalisis dengan Maqa>s{id al-Shari>’ah As-Syatibi terhadap pendapat 
4 (empat) madzhab tentang sahnya talak bid’i. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Ulama empat madzhab  
sepakat bahwa hukum talak bid’i adalah haram. Namun mengenai akibat hukum 
yang ditimbulkan, mereka sepakat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak 
kepada istrinya dengan talak bid’i, maka talak tersebut tetap berlaku dan sah. Suami 
yang menjatuhkan talak bid’i kemudian merujuk istrinya hukumnya sunah. Kecuali 
Imam Malik, beliau berpendapat wajib hukumnya bagi suami untuk merujuk istri 
yang telah dijatuhi talak bid’i; kedua, Bila dianalisis menggunakan Maqāsid al-
Sharī’ah  terdapat kemadharatan yang timbul dari talak bid’i diantaranya jika istri 
ditalak ketika haid, masa iddah istri yang ditalak bid’i akan menjadi semakin lama 
atau jika ditalak dalam keadaaan suci tetapi sudah digauli, akan menimbulkan 
ketidak tentuan dalam masa iddah. Oleh karena itu, mentalak istri ketika suci tetapi 
sudah dicampuri, selain bertentangan dengan hifz aql(menjaga akal) juga 
bertentangan dengan hifz nasl (menjaga keturunan). Karena hal tersebut termasuk ke 
dalam kategori iddah yang tidak wajar dan tidak dibenarkan di dalam  Al-quran. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberi 
saran:pertama, Kepada pasangan suami istri agar tidak terburu-buru dalam 
memutuskan untuk bercerai, meski cerai diperbolehkan dalam Islam tetapi tetap 
dibenci oleh Allah;kedua, Kepada suami agar lebih berhati-hati lagi dalam 
memutuskan untuk menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau istri dalam 
keadaan suci tetapi sudah digauli karena selain hukumnya sah tetapi haram juga 
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A. Latar Belakang Masalah 
Segala sesuatu yang disyariatkan dalam islam pasti mempunyai tujuan 
danhikmah tertentu, tidak terkecuali mengenai perkawinan. Perkawinan 
menuruthukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau  mithā 
qon ghal īẓan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah.
1
Definisi ini juga disebutkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentangperkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 




Pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menimbulkan 
kebolehanbergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri 
kemanusiaan dalamkehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal 
balik antara hak dankewajibannya.
3
 Pernikahan adalah sebuah akad yang telah 
ditetapkan oleh syariatyang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi 
laki-laki untukbersenang-senang, dan menghalalkan seorang perempuan 
                                                 
1
 Team Citra Umbara,  UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
(Bandung: Citra Umbara, 2016), 324. 
2
 Undang-undang No.1 Tahun 1974 . 
3
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , cet II (Jakarta: Prenada Media, 2007), 39. 
 



































bersenang-senangdengan seorang lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-
laki adalahmemberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak 
bolehmemilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah 
sekedarmenghalalkan bukan memiliki hak secara khusus.
4
 
Melaksanakan sebuah pernikahan sangat dianjurkan oleh agama 
islamkarena selain bertujuan menghalalkan hubungan antara dua orang yang 
bukanmahram juga merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. Allah 
SWTberfirman: 
ى ً وً ۡكىًمن ى ٓۦكينيـۡا لِّ ىسٗكى جۡ أىزۡ أىنفيًسكيمۡ خىلىقى لىكيم مِّنۡ أىفٓۦ  ءىا ى ۡاٍ ً  ـىدَّةۡىى  كى ى ى ى   ٗنىكيم مَّ
ن ۡكىرىح ًل ى ى ۚمى   ٢١  ػى ػىفىكَّ يكفى ٖـۡ لِّقىـٖى تٓۦ ً فَّ ً  ذى 
‚Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmuistri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tentramkepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu asa kasih dan sayang. 
Sesungguhnyapada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda logikamu 




Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan dalam 
perkawinan,menjadikannya sebagai fondasi bagi tegaknya bangunan kehidupan 
rumah tangga. 
Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang  
sakinahmawaddah dan  rahmah  (tentram, cinta, dan kasih sayang). Dalam 
bukunyaWawasan Al-Quran Dr. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa cinta,  
                                                 
4
 Wahbah Az-Zuhaili,  Fiqh Islam wa Adillatuhu , jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), 48. 
5
 Kementrian Agama RI,  Al- Qur’an dan Tafsiranya  (Jakarta: Almahira, 2010), 407. 
 



































mawadah, rahmah, dan amanah Allah adalah tali temali rohani perekat 
pernikahan, sehinggakalau cinta pupus dan  mawadah putus, masih ada  rahmah, 
dan kalaupun tidaktersisa, masih ada amanah dan selama pasangan itu masih 
beragama, amanahnya masih terpelihara
6
 sebab Al-Qur’an memerintahkan: 
ـىينَّ فػى ىسى  ۡ فىًإف كى ًهۚريكؼً ۡمىعۡكىاى ً  يكىينَّ  ًٱؿ ـاٍ  ىيۡ أىف تى ٓۦ يي  ١٩ا ٗا كىًثريٗرۡاى ى ٱللَّوي ًف ًو خىيۡا كى ىجٗ ٔۡرىىي
‚Pergaulilah istri-istrimu dengan baik, dan apabila kamu tidak 
lagimenyukai (mencintai) mereka (jangan putuskan tali pernikahan), karena 
bolehjadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (di 




Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya saling pengertian 
dansaling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama yang terkait 
denganhak dan kewajiban. Secara tidak langsung perkawinan memiliki dua 
fungsi. Fungsipertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran 
Islam tentangjalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan permpuan yang 
bukan muhrimuntuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami istri. Disebut 
sebagai fungsiibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari’at dan takdir 
Allahsebagaimana yang terkandung dalam firman di atas. Sedangkan fungsi 
keduaadalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni 
sebagaisarana  untuk  menyalurkan  seksualitas  dan  menyalurkan  hawa  
nafsu,mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan 
                                                 
6
 M. Quraish Shihab,  Wawasan Al-Quran  (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 208. 
7
  Kementrian Agama RI,  Al- Qur’an dan Tafsiranya  (Jakarta: Almahira, 2010), 80. 
 



































keturunansecara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama 
kepadayang mampu untuk melaksanakanya, karena perkawinan dapat 
mengurangimaksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zinah.
8
 
Akan tetapi dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia tidaklah 
mudah,adakalanya permasalahan atau perselisihan antara suami istri tersebut, 
yang manaperselisihan tersebut dapat memicu percecokan yang pada akhirnya 
akanterjadinya perceraian. Perceraian adalah suatu yang di perbolehkan tetapi hal 
yangpaling di benci oleh Allah SWT. Ulama’ fikih berpendapat bahwa 
perceraianbukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekadar 
makruh saja sebabmemutuskan perhubungan. Tetapi jika dalam rumah tangga di 
rasa sudah tidakdapat lagi di pertahankan keutuhanya, maka perceraian 
merupakan jalan terakhiryang boleh di tempuh, hal tersebut juga harus di dahului 
dengan usaha perdamaian(mediasi) antara kedua belah pihak. 
9
 
Islam membenarkan putusnya perkawinan (perceraian) sebagai 
langkahterakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Apabila hubungan 
perkawinantetap dilanjutkan, maka ke mudharatanlah yang akan terjadi. Dengan 
demikianputusnya perkawinan (perceraian) adalah suatu jalan yang baik. 
Putusnya perkawinan tidak hanya di sebabkan karena perceraian, 
dalampasal 38 Undang-undang Perkawinan terdapat 3 hal yang dapat 
menyebakanputusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian dan keputusan 
                                                 
8
 Ahmad Rofiq,  Hukum Perdata Islam di Indonesia  (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1995), 48. 
9
 Amir Syarifuddin , Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , 190. 
 





































Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam 




Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yaitu Perceraian 
hanyadapat dilakukan didepan pengadilan agama setelah pengadilan agama 
tersebutberusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
12
 Perceraian 
dapatterjadi karena alasan-alasan: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi,dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 
laindiluar kemampuannya 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yangmembahayakan pihak lain 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri 
                                                 
10
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
11








































f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan 
danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumahtangga 
g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga. 




1. Talak dilihat dari Shigat atau lafadznya terbagi kedalam dua 
bagian,yaitu lafadz Sharih (jelas) dan lafadz Kinayah (kiasan). 
2. Talak di lihat dari sifatnya ada dua, yaitu talak Sunni dan talak bid’i. 
3. Talak dilihat dari pengaruh yang dihasilkan ada dua jenisnya, yaitu 
talakBain dan talak Raj’i, akan tetapi dalam buku fiqih madzhab Imam 
Syafi’i ada juga talak al Battah.
14
 
4. Dan talak jika dilihat dari waktu yang dihasilkan olehnya ada tiga 
jenis,yaitu talak Munajjaz, talak yang bersyarat,serta talak yang 
dikaitkan kepada hal yang akan datang. 
 
                                                 
13
 Syaikh Abu Malik Kamal , Fiqh Sunnah Lin Nisaa’ (Ensiklopedia Fiqih Wanita) 
cet.1(Depok:Pustaka Khazanah Fawa’id, 2016), 831. 
14
 Ibnu Mas’ud Dan Zainal Abidin , Fiqih Madzhab Syafi’i 2 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 362. 
 



































Salah satu batasan bagi pelaksanaan cerai (talak) adalah waktu, suami 
yanghendak menceraikan istrinya harus memilih waktu yang baik. Menurut 
sunnah,waktu menceraikan yang baik adalah ketika istri dalam keadaan suci, 
belumdigauli dan tidak dalam keadaan haid. Faktor selanjutnya terjadinya 
talakmemang telah disyariatkan agama, akan tetapi ada talak yang 
kehadirannyadilarang, yaitu talak bid’i. Menurut Sayyid Sabiq, talak bid’i adalah 
talak yangtidak sesuai dengan ketentuan agama. Seperti mentalak 3 sekaligus 
dengan sekaliucap atau mentalak 3 secara terpisah-pisah dalam satu tempat. 
Umpamanyaseorang suami berkata, engkau tertalak, engkau tertalak, engkau 




Talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan haid akan 
memperpanjangmasa iddah istri, sedangkan talak yang dilakukan ketika istri 
dalam keadaan sucitapi telah dicampuri dikhawatirkan istri dalam keadaan hamil 
setelah terjadinyatalak. Empat madzhab berpendapat mengenai sahnya talak 
bid’i, dari keempat madzhab tersebut mereka menyatakan bahwa talak bid’i 
walaupun haram hukumnya tetapi tetap sah dan talaknya jatuh. Dalam pasal 122 
Kompilasi Hukum Islam disebutkanTalak bid’i adalah talak yang dilarang, yakni 
                                                 
15
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid VIII, terj.Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Al-Maarif, 1993), 44. 
 



































talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam 




Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis 
tertarikuntuk menganalisis dengan teori Maqa>s{id al-Shari>’ah As-Syatibi tentang 
talak bid’i menurutpendapat 4 (empat) madzhab. Dengan demikian penulis 
menggunakan judulpenelitian dengan ‚Analisis  Maqa>s{id al-Shari>’ahAs-Syatibi 
Terhadap Pendapat 4 (Empat) Madzhab tentang Sahnya Talak Bid’i‛. 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Untuk memudahkan pemahaman, penulis menfokuskan masalah 
daripenjelasan latar belakang diatas, identifikasi dalam penelitian ini yaitu: 
1. Talak bid’i 
2. Sahnya talak bid’i 
3. Pendapat 4 (empat) madzhab tentang sahnya talak bid’i 
4. Analisis Maqa>s{id al-Shari>’ahAs-Syatibi terhadap pendapat 4 (empat) 
madzhab tentangsahnya talak bid ‘i. 
Berdasarkan identifikasi masalah, penulis hanya membatasi masalah 
padapermasalahan tentang: 
1. Pendapat 4 (empat)Imam Madzhab tentang sahnya talak bid’i 
                                                 
16
 Team Citra Umbara,  UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
 



































2. AnalisisMaqa>s{id al-Shari>’ahAs-Syatibi terhadap pendapat 4 (empat) 
madzhab tentangsahnya talak bid‘i 
 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam 
kaitannyadengan masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang 
diangkat olehdalam penelitian ini, yakni:  
1. Bagaimana pendapat 4 (empat) madzhab tentang sahnya talak bid’i? 
2. Bagaimana Analisis  Maqa>s{id al-Shari>’ahAs-Syatibi terhadap pendapat 4 
(empat)madzhab tentang sahnya talak bid‘i? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penulisan yang 
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat 
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan 
atauduplikasi dari kajian penulisan yang telah ada.
17
 Berdasarkan penelusuran 
penulis, terdapat beberapa penelitian mengenai Talak bid’i, di antaranya:  
1. Penelitian yang berjudul Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Talak 
Bid’i,yang ditulis oleh Marfuin. Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum 
                                                 
17
 Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 8. 
 



































jurusan Ahwal Syakhsiyah IAIN Walisongo 2013.
18
Kesimpulan dari skripsi 
ini IbnuHazm berpendapat bahwa talak  bid’i  adalah talak yang dijatuhkan 
olehseorang suami kepada isterinya pada masa haid atau pada masa suci 
yangtelah digauli, dan talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap. Talak-
talak tersebut selain hukumnya haram talaknyapun juga tidak jatuh. 
Dengantidak jatuhnya talak tersebut maka tidak memberikan konsekuensi 
hukumapa-apa baik bagi suami maupun istri. Sedangkan menurut penulis 
talak bid’i itu tetap jatuh talak alasanya adalah talak itu hak suami dan jatuh 
ketikasuami mengucapkanya dengan kondisi dan sitiuasi apapun, dengan 
jatuhnyatalak ini memberikan konsekuensi hukum bagi istri yaitu lebih 
lamanya masaiddah dan suami berdosa karena telah keluar dari hukum Allah. 
Persamaanpenelitian yang ditulis oleh Marfuin dengan skripsi ini adalah 
sama-sama membahas tentang Talak Bid’i. Adapun perbedaannya adalah 
penelitian yang ditulis oleh Marfuin membahas tentang Talak Bid’i dari 
pandangan Ibnu Hazm, sedangkan skripsi ini menggunakan pendapat 4 
(empat) Madzhab tentang sahnya talak bid’i yang kemudian dianalisis 
dengan teori  Maqa>s{id al- Shari>’ahAs-Syatibi.  
2. Penelitian yang berjudul Penetapan Talak bid’i di Pengadilan 
AgamaJombang dalam Prespektif  Maqa>s{id al-Shari>’ah Thahir bin Ashur, 
yangditulis oleh David Wildan program magister Al Ahwal Al Syakhsiyah 
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 Marfuin, Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Talak Bid’i (Skripsi--IAIN Walisongo, 2013). 
 



































UINMaulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.
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Pertimbangan hukum 
hakim(ratio decidendi) menyatakan bahwa talak bid’i pada prinsipnya haram 
secaraqath’i baik dari hukum islam maupun hukum Indonesia.  ‘illah  dari 
keharaman tersebut karena istri dalam kondisi haid sehingga dapat 
memperlama masa iddah istri. kesepakatan Ulama mengharamkan talak bid’i 
tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri/perempuan 
dalam konteks agar bisa menjalani masa iddah secara wajar. Kendati 
demikian karena situasi yang terbentur dengan mekanisme pengadilan dan 
hubungan yang sudah berada di ujung tanduk, maka talak bid’i tetap 
dijatuhkan dengan masyarakat adanya kerelaan dari pihak istri yang ingin 
dilindungi dari adanya ketentuan talak bid’i tersebut sehingga tetap 
menjunjung tinggi keadilan. Penyelesaiankebuntutan hukum (legal problem 
solving) tersebut merupakan jalanmoderatyang ditempuh oleh hakim dalam 
berusaha untuk menciptakan putusan yangberkeadilan. Persamaan penelitian 
yang ditulis oleh David Wildan denganskripsi ini adalah sama-sama 
membahas tentang Talak Bid’i dengan prespektif Maqa>s{id al-Shari>’ah. 
Adapunperbedaan penelitian yang ditulis oleh David Wildan dengan skripsi 
iniadalah bahwa penelitian yang ditulis oleh saudara David Wildanmelakukan 
penelitian Talak  bid’i di Pengadilan Agama Jombang 
dalamPrespektifMaqa>s{id al-Shari>’ah berdasarkan pendapat Thahir bin 
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 David Wildan, ‚Penetapan Talak  bid’i di Pengadilan Agama Jombang dalam Prespektif Maqasid 
Syariah Thahir bin Ashur (Thesis—UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018). 
 



































Ashur,sedangkan penelitian ini melakukan pembahasan  Maqa>s{id al-
Shari>’ahAs-Syatibi dalammenganalisis pendapat 4 (empat) Madzhab. 
3. Penelitian yang berjudul Implementasi Pasal 122 KHI tentang Talak Bid’i 
diPengadilan Agama Semarang (Studi di Pengadilan Agama Semarang), 
yangditulis oleh Sulis Tiyono. Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, 
2015.
20
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Semarang 
yang telah mengupayakan dan melaksanakan untuk tidak menjatuhkan talak 
yang termasuk talak bid’i sesuai dengan pasal 122 KHI namun tidak berhasil 
dikarenakan ketidak hadiran istri atau kuasa hukumnya dalam sidang ikrar 
talak dan keinginan cepat bercerai sehingga mengesampingkan aturan 
mengenai talak bid’i. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Sulis Tiyono 
dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang Talak Bid’i. Adapun 
perbedaan penelitian yang ditulis oleh Sulis Tiyono dengan skripsi ini adalah 
penelitian yang ditulis oleh Sulis Tiyono membahas Talak Bid’i dari sisi 
Implementasi di Pengadilan Agama Semarang penulis menggunakan teori 
Maqa>s{id al-Shari>’ahAs-Syatibi dalam menganalisis pendapat 4 (empat) 
Madzhab mengenai sahnya talak bid’i. 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penilitian penulisan masalah ini, antara lain: 
1. Mengetahui pendapat empat Imam Madzhab tentang sahnya talak bid’i 
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 Sulis Tiyono, Implementasi Pasal 122 KHI tentang Talak Bid’i di Pengadilan Agama 
Semarang(Studi di Pengadilan Agama Semarang) (Skripsi—UIN Walisongo, 2015). 
 



































2. Mengetahui analisisMaqa>s{id al-Shari>’ahAs-Syatibi mengenai pendapat empat 
Madzhab tentang sahnya talak bid’i. 
 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik 
untukkalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian 
yangdimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari 
segi teoretis dan segi praktis.
21
 
1. Segi Teoretis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada 
umumnya, mengenai pendapat 4 (empat) madzhab tentang sahnya talak bid’i. 
2. Segi Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 
terhadapmasyarakatmengenai macam-macam talak, sehingga masyarakat 
dapatmengetahui waktu yang tepat untuk menjatuhkan talak. 
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah 
pembahasan masalah yang diangkat. Untuk memudahkan, agar tidak terjadi 
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 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56. 
 



































kesalah pahaman terhadap pokok bahasan dalam judul‚ ‚Analisis  Maqa>s{id al-
Shari>’ahAs-Syatibi Terhadap Pendapat 4 (Empat)  Madzhab tentang Sahnya 
Talak Bid’i‛, terlebih dahulu penulis menjelaskan konsep penelitian untuk 
mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang dimaksud, di 
antaranya:  
1. Analisis  Maqa>s{id al-Shari>’ah dalam kajian ini sebagaimana didefinisikan oleh 
ulama usul fiqh yaitu As-Syatibi, bahwa Maqa>s{id al-Shari>’ahyaitu 
kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama 
ushul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam 
mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, yang terbagi 
dalam 5 macamMaqa>s{idD}aruriyah yaitu menjaga agama (Hifz{ al-di<n), menjaga 
jiwa (Hifz{ an-nafs), menjaga akal (Hifz{ al-‘aql), menjaga keturunan (Hifz{ an-
nasab), dan menjaga harta (Hifz{ al-ma<l).22 
2. Empat Madzhab merupakan sebuah metodologi fikih khusus yang dijalani oleh 
seorang ahli fiqih mujtahid, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum 
dalam kawasan ilmu  furu’. Dalam hal ini menganalisis tentang sahnya 
talakbid’i berdasarkan empat mazhab terbesar, yaitu pendapat ulamamadzhab 
Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hambali. 
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 Asafri Jaya Bakri,  Maqâshid As-Syarî’ah Menurut As-Syatibi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
1996), 63. 
 



































3. Talak Bid’i adalah talak yang dilarang, talak yang dijatuhkan pada waktu istri 
dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada 
waktu tersebut. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
23
 Metode penelitian ini 
menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-
langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara 
apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang 
dimaksud haruslah memuat: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) 
yang meneliti tentang pendapat empat (4) Madzhab tentang sahnya 
talakbid’i. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu 
suatubersifat kualitatif pendekatan penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa data-datatertulis. 
2. Data yang dikumpulkan  
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka data yang 
diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, meliputi: 
a. Data tentang talak secara umum 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.   
 



































b. Data mengenai biografi dan pendapat empat imam madzhab 
c. Pendapat empat madzhab tentang talak bid’i 
d. Alasan pendapat empat madzhab tentang talak bid’i. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data 
adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian sebagai 
sumber informasi yang dicari.
24
 Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu 
dari: 
a. Data Primer 
Data ini diperoleh melalui penelaah pustaka dan dokumen dari 
beberapa kitab dan buku yang berkaitan dengan penelitian, antara lain: 
1. Fiqh Sunnah Lin Nisaa’ (Ensiklopedi Fiqih Wanita) Karangan Syaikh 
Abu Malik Kamal 
2. Fiqh Sunnahjilid VIII Sayyid Sabiq 
3. Kitab Mazahib Al Arba’ah Al Jazir 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan mengenai bahan 
hukum primer. Adapun sumber sekunder yang digunakan adalah: 
1. Fiqh 4 Madzhab  
2. Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Tafsirannya 
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 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91. 
 



































3. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Karangan Prof. Dr. Amir 
4. Syarifuddin Hukum Perdata Islam Di Indonesia Prof. Dr. H. Ahmad 
Rofiq, M.A. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini bersifat pustaka (Library Research). Karena coraknya 
adalah penelitian pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian normatif atau kepustakaan, dimana penelitian dilakukan dengan cara 
meneliti bahan yang telah ada.
25
 Berupa buku, kitab-kitab, perundang-
undangan, dan skripsi maupun jurnal yang membahas mengenai pendapat 
empat imam madzhab tentang jatuh tidaknya talak bid’i. 
5. Teknik Pengolahan Data 
Teknik pengolahan data merupakan suatu tahapan dalam penelitian yang 
digunakan untuk memproses data yang mentah untuk menjadi data setengah 
matang ataupun data yang matang, kemudian dianalisis dan disimpulkan. 
Setelah data terkumpulkan kemudian diolah menurut tahapan-tahapan sebagai 
berikut: 
a. Editing adalah memeriksa kembali data yang diperoleh dengan memilih dan 
menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, 
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 Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada, 1994), 13. 
 







































b. Organizing adalah pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa yang 
diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.  
c. Analisis adalah bahan-bahan hasil pengumpulan data sedemikian rupa yang 
diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.  
 
 
6. Teknik Analisis Data 
Data yang berhasil dikumpulkan dari bahan-bahan yang ada oleh penulis, 
akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis).
27
 Adalah 
sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks serta 
untuk mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis 
isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. 
Penggunaan analisis ini mempunyai beberapa manfaat antara lain adalah 
(a) mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media (b) 
membuat perbandingan antar isi media dan realita sosial (c) isi media 
merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan 
masyarakat (d) mengetahui fungsi dan efek media (e) mengevaluasi 
mediaperformance (f) mengetahui apakah ada bias media. 
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 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 91. 
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 Neila Sakinah, Analisis Maslahah Terhadap Pendapat Madzhab Maliki tentang Hak Asuh Anak 
(Hadhanah), (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 17. 
 



































I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan 
dibahas, sistematika penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab. Dalam 
tiap-tiap bab dibagi kedalam sub bab sebagai berikut: 
Bab pertama, uraian tentang pendahuluan, yang pada bab ini mencakup 
latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metedeologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, konsep umum tentang Maqa>s{id al-Shari>’ahmenurut As-Syatibi 
diantaranya pengertian,biografi As-Syatibi, konsep, dasar hukum dan tujuan 
Maqa>s{id al-Shari>’ah menurut As-Syatibi. 
Bab ketiga, teori tentang talakdan pendapat 4 (empat) madzhab tentang 
talak bid’i diantaranya, teori tentang talak yang meliputi pengertian, dasar 
hukum, rukun dan syarat,dan macam-macam talak, kemudian pendapat 4(empat) 
madzhab tentang talak bid’i . 
Bab keempat, analisis Maqa>s{id al-Shari>’ahAs-Syatibi terhadap pendapat 4 
(empat) madzhab tentang sahnya talak bid’i yang terdiri dari analisis pendapat 
empat madzhab tentang sahnya talak bid’i dan analisis Maqa>s{id al-Shari>’ahAs-
Syatibiterhadap pendapat 4 (empat) madzhab tentang sahnya talak bid’i . 
Bab kelima penutup, bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari 
pengkajian terhadap analisis Maqa>s{id al-Shari>’ahAs-Syatibiterhadap pendapat 4 
 



































(empat) madzhab tentang sahnya talak bid’i. Setelah kesimpulan diikuti saran-
saran dan penutup.  
 



































KONSEP UMUM TENTANG MAQA>S{ID AL-SHARI>’AH  MENURUT AS-
SYATIBI 
 
A. Pengertian Maqa>s{id al-Shari>’ah 
Secara lughawi (bahasa), Maqa>s{id al-Shari>’ah terdiri dari dua kata, yakni 
Maqa>s{id dan Shari>’ah. Maqa>s{id adalah bentuk jama’ yang artinya kesengajaan 
atau tujuan. Syariah secara Bahasa berarti المواضعاتحدرالىااماء yang berarti jalan 
menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan 
kearah sumber pokok kehidupan. Maqa>s{id al-Shari>’ahterdiri dari dua kata yaitu 
 yangقصد Maqasid adalah bentuk jamak yang berasal dari fiqh . الشرايعة danمقااصد
berarti membawa sesuatu, juga berarti permintaan, maksud dan tujuan. Syariah 
menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang juga dapat diartikan 
sebagai jalan menuju sumber keadilan utama. Menurut definisi yang diberikan 
oleh para ahli, Syariah adalah semua Kitab Allah yang berkaitan dengan 
perilaku manusia diluar yang diatur oleh diri sendiri. Dengan demikian, hukum 
adalah nama resmi amaliyah. Fiqh dari ushul fiqh mendefinisikan Maqa>s{id al-




 Adapun pengertian Maqa>s{id al-Shari>’ahmenurut para ulama’, 
diantaranya: 
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Ahmad Al-Mursi Husain, Maqashid Syariah (Jakarta:Amzah,2010), 41. 
 



































1. Al-Imam al-Ghazali: Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari’ah adalah 
upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan 
dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Maqa>s{id al-Shari>’ahatau 
Mashlahat Dharuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya 
kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka 
akan menimbulkan kerusakan bahkan Maqa>s{id al-Shari>’ah atau maslahat 
yaitu menjaga agama (hifdz ad-Din), menjaga jiwa (hifdz an-Nafs), 
Menjaga akal (hifdz al- aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl) dan harta 
benda (maal). Menurut Imam al-Ghazali, tujuan utama al-shari>’ahadalah 
mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan 
terhadap agama mereka (ad-Diin), dari (Nafs), akal (al-aql), keturunan 
(Nasl), harta benda (Maal).2 
2. As-Syatibi: Al-maqa>s{idterbagi menjadi dua; yang pertama, berkaitan 
dengan maksud Tuhan selaku pembuat al-shari>’ah; dan kedua berkaitan 
dengan maksud mukallaf. Kembali kepada maksud Syari’ (Allah) adalah 
kemaslahatan untuk hamba-Nya didalam dua tempat; dunia dan akhirat. 
Dan kembali kepada maksud mukaallaf (manusia) adalah ketika hamba-
Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. 
Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. 
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Al-Ghazali, Shif ăal-Ghalil, Tahqiq Hamdi Ubaidi al-Kabisi (Baghdad: Mathba’ah a-Irshad, 1971), 
159. 
 







































3. Menurut Ibnu Ashur bahwa Maqa>s{id al-Shari>’ahadalah tujuan-tujuan akhir 
yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. 
Istilah Maqa>s{id al-Shari>’ahdipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang 
tertuang dalam karyanya Muwaffaqat sebagaimana dalam ungkapannya yang 
dikutip oleh Asafri Jaya Bakri adalah: 
ً ٍػ ى يكى ىىً هً  ً  ً اىٍ ًل ىٍ ًقٍ ًق ىقى ًا يىي للَّ رًعي ضى اللَّ ُّد ل ؼً ًىمٍ ً  ى ًاى ى ًل ـى ال ِّ ن  مى ن ٍ نً ال  
‚Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah 





As-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat, mempergunakan kata yang 
berbeda-beda berkaitan dengan Maqa>s{id al-Shari>’ah. Kata-kata itu ialah 
Maqa>s{id al-Shari>’ah, al- Maqa>s{id al-Shari>’ahfi al-syari’ah, dan Maqa>s{idmin 
syar’i al-hukm.Meskipun dengan kata-kata yang berbeda, kata tersebut 
mengandung arti yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah 
SWT. Apabila ditelaah pernyataan As-Syatibi, dapat dikatakan bahwa 
kandungan Maqa>s{id al-Shari >’ahatau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat 
manusia. Pemahaman Maqa>s{id al-Shari>’ah mengambil porsi cukup besar dalam 
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Jamal al-Diin ‘Athiyyah, Al-Nadariyyah al-‘Ammah li al-Syari’ah al-Islamiyah, (t.t: 1988), 102. 
4
Asafri Jaya Bakri, Maqashid Syari’ah Menurut As-Syatibi(Jakarta: Amzah.1996), 64. 
 



































karya As-Syatibi. Maqa>s{id al-Shari>’ahsecara tidak langsungdipaparkan hampir 
dalam keempat volume al-muwafaqatnya.  
Pemberian porsi yang besar terhadap kajian Maqa>s{id al-Shari>’ah oleh As-
Syatibi, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (taklif) 
diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum 
Allah dalam pandangan As-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang 
tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yutaq (membebankan sesuatu 
yang tak dapat dilaksanakan).
5
Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa 
tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang 
disyariatkan baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah melainkan di dalamnya 
terdapat kemaslahatan.Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori 
Maqa>s{id al-Shari>’ah menurut As-Syatibi. Dengan harapan agar bisa mengetahui 
karakteristik dan keunikan teori tersebut. 
B. Biografi Imam As-Syatibi 
Imam As-Syatibi bernama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-
Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq.
6
 Orang pertama yang menulis biografi beliau 
adalah Ahmad Baba yang hidup 200 tahun setelah As-Syatibi. Maka, keterangan 




 Ahmad Baba al-Tanbakti, Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj (Tripoli: Daar al-Katib, 2000), 48. 
 



































mengenai hidup beliau tidak terlalu banyak. Beliau merupakan seorang hafidz 
qur’an, mujtahid, ahli ushuliyah, tafsir, fiqh, hadits, dan bahasa.7 
Dinisbahkan dari jukukannya, Imam As-Syatibi lahir di Syatiba, dan 
kemudian tumbuh besar di Gharnathah atau Granada. Granada pada saat itu 
menjadi pusat keilmuan. Orang-orang Afrika Utara berbondong-bondong ke 
sana untuk menuntut ilmu. Granada menjadi ibu kota kerajaan Nasri yang 
dipimpin oleh Sultan Muhammad V al-Gani Bilah, pemimpin masa kejayaan 
Granada. Salah satu ulama yang belajar di Granada adalah ibnu Khaldun dan 
Ibnu Khatib. 
Pendidikan pertama yang didapat oleh Syatibi adalah pelajaran Bahasa 
Arab. Guru pertamanya dalam pelajaran Bahasa Arab dan Nahwu adalah Abu 
Abdullah Muhammad Al-Biri yang terkenal sebagai master Nahwu (Syaikh al-
Nuhat) di Andalus hingga ia meninggal pada tahun 754 H/1353 M. Kemudian 
Syatibi melanjutkan belajar Bahasa Arab dan Nahwu kepada Abul Qasim al-
Sharif al-Sibti yang memiliki julukan ‘pemegang standar retorika’ dalam Bahasa 
Arab, selain itu al-Sibti diberi julukuan sebagai ‘rais al-Ulum al-Lisaniyah’ atau 
raja linguistic. Syatibi belajar kepadanya hingga al-Sibti meninggal pada tahun 
760 H/1358 M.Setelah mengenyam pendidikan mengenai Bahasa Arab, Syatibi 
melanjutkan studinya mempelajari fiqh. Ia mempelajari fiqh di Granada dari 
seorang mufti dan khatib yaitu Abu Sa’id bin Lubb. Syatibi menguasai fiqh 
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berkat ajaran Lubb, meskipun mereka memiliki ide yang bertentangan mengenai 
beberapa masalah fiqh. Tidak hanya kepada tiga guru tersebut, Syatibi belajar 
ke guru-guru lain di Granada. Seperti, Abu Abdullah al-Maqarri, Abu Ja’far al-
Syaqwari, Abu al-Abbas al-Qubab, Abu Abdullah al-Hufaz, dan lain-lain. Dari 
segenap guru Syatibi, yang memiliki pengaruh besar terhadap keilmuan Syatibi 
adalah Abu Abdullah al-Maqarri. Abu Abdullah al-Maqarri merupakan seorang 
qadhi atau hakim ternama di Fez. Kemudian Maqarri diutus menjadi diplomat 
oleh Sultan Abu Inan dan dikirim ke Granada. Saat di Granada ia ditangkap dan 
dipulangkan ke Fez. Kepulangannya diantar oleh Abu al-Qasim al-Sabti dan 
Abu al-Barakat bin al-Hajj al-Balfiqi qadhi di Granada. Mereka mengantar 
Maqarri sampai ke Fez guna memastikan keselamatannya. Maqarri adalah 
penulis buku Nahwu dan ia mendapat derajat muhaqqiq atau seseorang yang 
sangat ahli dalam madzhab Maliki di bidang fiqh. Selain itu, Maqarri menulis 
buku tasawwuf, dan ushul fiqh. Maqarri adalah ulama yang membawa syatibi ke 
dalam dunia sufi. 
Syatibi juga mempelajari ilmu rasional atau ulum al-aqliyyah. Ia 
mempelajarinya dari dua ilmuwan besar Abu Ali Mansur al-Zawawi dan Abu 
Abdulllah al-Sharif al-Tilmisani. Zawawi tinggal di Granada pada tahun 753 H-
765 H, ia merupakan ulama yang amat berpengaruh dalam bidang filosofi dan 
teologi. Sedangkan Tilmisani terkenal sebagai ‘al-Imam al-Muhaqqiq A’lamu 
Ahli Waqtihi’ atau orang yang paling berilmu pada masanya. Ia penulis buku 
 



































Miftah al-Usul ila Bina al-Furu’ ‘ala al-Usul, sebuah maha karya dalam ilmu 
ushul fiqh.Adapun murid yang belajar dari Syatibi hanya diketahui tiga orang 
dari keseluruhan. Dua bersaudara Imam ternama yaitu Abu Yahya bin ‘Asim 
dan Abu Bakar bin ‘Asim. Abu Bakar adalah ketua qadhi atau hakim di Granada 
dan terkenal dengan karyanya Tuhfat al-Hukkam, kumpulan undang-undang 
yang digunakan oleh hakim di Granada. Muridnya yang ketiga adalah Abu 
Abdullah al-Bayani. 
Selama hidupnya As-Syatibi menghasilkan beberapa karya tulis. Pertama, 
Al-Khulashah fi al-Nahwi fi Asfari Arba’ati Kibar yaitu buku yang menjelaskan 
komentar-komentar Syatibi mengenai buku al-Khulasa al-Alfiyyah karangan 
Ibnu Malik. Kedua, Al-Muwafaqat, maha karya Syatibi yang paling utama. 
Buku yang menjelaskan mengenai ilmu ushul fiqh dan pengenalan terhadap 
konsep maslahah dan maqashid menurut Syatibi. Ketiga, Kitab al-Majalis, buku 
yang menjelaskan bab jual beli dalam kitab sahih bukhari. Keempat, Kitab al-
Ifadat wa al-Insyadat, menjelaskan sastra dan seni mengarang dalam Bahasa 
Arab. Kelima, Kitab Unwan al-Ittifaq fi ‘Ilmi al-Isytiqaq. Keenam, Kitab Ushul 
al-Nahwi. Selain itu Syatibi menciptakan berbagai fatwa dan juga syair-syair 
Arab.
8 
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C. Konsep Maqa>s{id al-Shari>’ahMenurut Imam As-Syatibi 
Secara terminologi, Maqa>s{idberarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan 
sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun 
khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya. Maksud dari ‘makna’ di sini 
adalah sebab, maksud dan sifat. ‘Hikmah’ berarti sifat, sifat syariat Islam yaitu 
mendapatkan mahlahah. Dikehendaki tuhan dalam tiap syariat’ dimaksudkan 
bahwa tuhan menginginkan dalam syariat-Nya. Arti dari ‘baik umum dan 
khusus’ adalah mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah 
dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangkan makna dari ‘guna memastikan 
maslahat hamba-Nya’ adalah bahwa apa yang yang disyariatkan Tuhan tidak 
lain untuk maslahat hamba-Nya di dunia dan akhirat. 
As-Syatibi tidak menjelaskan definisi Maqa>s{id al-Shari>’ah dalam 
bukunya, ia langsung menjelaskan detail isi Maqa>s{id al-Shari>’ah dari 
pembagiannnya. Syatibi membagi Maqa>s{idmenjadi dua, qashdu al-syari’ (tujuan 
Tuhan) dan qashdu al-mukallaf(tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi qashdu 
syari’ menjadi empat macam. Pertama, qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah; 
kedua, qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-ifham; ketiga, qashdu al-syari’ 
fi wadh’i al-syari’ah li al-taklif bi muqtadhaha; keempat, qashdu al-syari’ fi 
dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari’ah. Sedangkan bagian qashdu al-
mukallaf, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya. 
 



































Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam dari qashdu al-syari’ satu 
persatu, diantaranya: 
1. Qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah (tujuan Tuhan meletakkan 
syariah). Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna 
kepentingan maslahah hamba-Nya. Syatibi membagi maslahah 
tersebut menjadi tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari 
padanya, yaitu: dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. Dharuriyyah 
memegang derajat maslahah tertinggi karena manusia tidak dapat 
hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi maslahah dharuriyyah-
nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar 
kerusakan sesuai dengan maslahah dharuriyyah yang hilang.Maslahah 
dharuriyyah dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan 
akal. Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan 
Islam.Maslahah setelah dharuriyyah adalah maslahah hajjiyyah. 
Masalahah hajjiyyah merupakan masalahah yang bersifat 
memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. 
Namun, ketiadaan maslahah hajjiyyah tidak menyebabkan kerusakan 
di dunia maupun akhirat. Contoh dari maslahah hajjiyyah adalah 
rukhsah dalam ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat. Terakhir 
adalah maslahah tahsiniyyah. Maslahah tahsiniyyah ialah pelengkap 
atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat 
 



































kebiasaan dan akhlak mulia. Salah satu dari maslahah tahsiniyyah 
adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.  
2. Qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-ifham atau maksud Tuhan 
meletakkan syariat agar dipahami. Maksud dari jenis maqashid ini 
adalah bahwa Allah menurunkan syariat agar dipahami hamba-Nya. 
Allah menurukan al-Qur’an dengan Bahasa Arab, maka yang bisa 
menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah orang Arab. 
Dalam buku Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam As-Syatibi, 
Raisuni meringkas lima pokok masalah dalam qashdual-syari’ fi 
wadh’i al-syari’ah li al-ifham menjadi dua poin. Poin tersebut ialah 
syariat ditetapkan dengan Bahasa Arab dan syariat ditetapkan sesuai 
dengan umat. Maksud dari poin pertama adalah bahwa syariat 
diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus 
memahami Bahasa Arab. Poin kedua berarti bahwa syariat memahami 
kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut. 
3. Qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-taklif bi muqtadhaha yang 
berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban / 
tanggungjawab pada hamba-Nya. Dalam qashdu al-syari’ fi wadh’i al-
syari’ah li al-taklif bi muqtadhaha, Syatibi menulis dua belas masalah 
mengenainya, masalah tersebut dapat dipersingkat menjadi dua 
masalah. Pertama, al-taklif bima la yuthaqu, pembebanan diluar 
 



































kemampuan hamba dan kedua, al-taklif bima fihi masyaqqah 
pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. Dalam 
masalah pertama, Syatibi menjelaskan bahwa Allah memberlakukan 
syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba tersebut tidak 
mampu menanggungnya, Allah tidak akan membebankan syariat 
terhadap hamba-Nya. Kedua, Allah akan meringankan beban bagi 
hamba-Nya jika dalam taklif terdapat kesulitan. Contohnya seperti 
rukhsah sholat jama’ bagi musafir. 
4. Qashdu al-syari’ fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari’ah 
berarti maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan 
syariat.
9
Syatibi membahas hal ini ke dalam dua puluh masalah. 
Menurut Raisuni, pembahasan utama terletak pada masalah kedelapan 
hingga enam belas. Syatibi menjelaskan bahwa Allah tidak 
memberlakukan pengeculian bagi hamba-Nya dalam masalah taklif. 
Semua umat Islam memiliki tanggungan untuk melaksanakan syariat 
Islam, meskipun tinggal di waktu, tempat dan kondisi yang berbeda.
10
 
Setelahdijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan qashdu al-syari’, bagian 
ini akan menjelaskan mengenai qashdu al-mukallaf atau tujuan mukallaf. Syatibi 
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menjelaskan dua belas masalah yang terkandung dalam qashdu al-mukallaf. 
Dalam bagian ini akan dijelaskan tiga dari pada keseluruhan, diantaranya: 
1. Anna al-a’mal bi al-niyyat sesungguhnya amal bergantung pada niat. 
Segala qashdu atau maksud amal mukallaf tergantung pada niatnya. 
Jika niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat 
batil maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya’-
nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, 
bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena 
mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya. 
2. Qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari’ fi al-
tasyri’ maksud atau tujuan mukallaf harus sama dengan tujuan Allah. 
Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah maslahat hamba-
Nya secara umum, maka mukallaf harus memiliki tujuan yang sama. 
Contohnya dalam penjagaan maslahah, seseorang harus menjaga 
maslahah dirinya sendiri yang termasuk dalam maslahah dharuriyyah. 
Sebagaimana hadits Rasulullah: ‚Kau adalah pemimpin dan kau 
bertanggung jawab atas rakyatnya‛. Setiap orang memiliki rakyat, 
paling tidak rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, maka ia 
bertanggung jawab atas dirinya.  
3. Man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra’ lahu, fa ‘amilahu bathilun 
barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyariatkan maka 
 



































itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan apa yang tidak 
disyariatkan Allah ia akan berdosa, namun jika hal itu masih sesuai 
dengan qashdu Allah maka hukumnya boleh. Untuk mengetahui 
bagaimana mengetahui qashdu Allah dapat dilihat dalam masalah 
kedelapan. Syatibi menjelaskan jika seseorang melakukan apa yang 
tidak disyariatkan, maka hendaknya ia melakukan tiga hal berikut; 
meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah yang ia pahami dan niatnya 
tidak keluar dari ibadah pada Allah semata. Kemudian, berniat bahwa 
apa yang dikerjakan sesuai dengan qashdu Allah. Langkah terakhir 




D. Dasar Hukum Maqa>s{id al-Shari>’ah 
Setiap ulama memiliki metode yang berbeda dalam penentuan maqashid 
syariah dari suatu hal. As-Syatibi memiliki empat metode untuk menentukan 
maqashid syariah. Metode tersebut adalah menganalisa lafadz perintah atau al-
amr dan lafadz larangan atau al-nahyu, memperhatikan maqashid turunan (at 
tabi’ah), menganalisa sukut al-syari’ dan istiqra’.  
1. Analisa Lafadz al-Amr dan al-Nahyu  
Lafadz al-amr dan al-nahyu menjadi salah satu metode penentuan 
maqashid karenanya memiliki peranan penting dalam Bahasa Arab. Al-amr 
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dan al-nahyu merupakan dua pembahasan dalam usul lughawi dalam hal 
permintaan. Al-amr adalah permintaan atas suatu perbuatan dan al-nahyu 
adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Analisa lafadz al-
amr dan al-nahyu dilihat dari dua hal yaitu: Mujarrad al amr wa an nahy al 
ibtida’i at tasrihi dan memperhatikan konteks illah dari setiap perintah dan 
larangan. 
Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida’i at tasrihi berarti melihat suatu 
perintah dan larangan dalam dalil secara eksplisit, dan eksistensi keduanya 
ada secara mandiri (ibtidai’i). Contohnya dalam Al-qur’an surat al-jumu’ah 
ayat 9: ‚…maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual 
beli‛. Dalam ayat tersebut terlihat jelas terdapat perintah dan larangan di 
dalamnya tanpa harus menganalisa ayat secara mendalam. Perintah dan 
larangan yang tertulis adalah perintah untuk segera mengingat Allah (shalat 
jum’at) dan larang berjualan (saat sholat jum’at).Sedangkan memperhatikan 
konteks illah dari setiap perintah dan larangan berarti perintah dan larangan 
yang ada dalam dalil tidak terlihat secara eksplisit namun harus dipahami 
lebih mendalam terlebih dahulu. Contohnya seperti dalam dalil mengenai 
perintah shalat: ‚dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah 
beserta orang yang rukuk‛. Perintah yang terlihat secara eksplisit dalam 
ayat tersebut adalah perintah shalat padahal di dalamnya juga mengandung 
perintah implisit, yaitu perintah bersuci. Bersuci merupakan illah dari 
 



































shalat, jika shalat diperintahkan maka bersuci juga diperintahkan meskipun 
tidak tertulis secara eksplisit dalam dalil. 
2. Memperhatikan Maqashid Turunan(at tabi’ah) 
Maksud dari maqashid turunan atau at tabi’ah adalah maqashid yang 
muncul turunan dari maqashid awalnya. Contohnya nikah dengan maqashid 
awalnya menyambung keturunan, sedangkan maqashid turunan dari nikah 
adalah berbagi tempat tinggal, saling membantu dalam maslahah dunia dan 
akhirat, menjaga syahwat dan lain sebagainya. Semua itu adalah maqashid 
nikah yang disyariatkan Allah. Sebagian maqashid termaktub dalam nash 
dan sebagian lainnya diambil dari dalil lainnya. 
3. Menganalisa Sukut Al-Syari’  
Maksud dari menganalisa sukut al-syari’ adalah menganalisa hal-hal 
yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam nash oleh al-syari’. Jika 
terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal 
tersebut tidak serta-merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak 
dikerjakan karena sesuangguhnya hal inilah yang membuka pintu ijtihad. 
Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi maslahah dan mudharat di 
dalamnya. Jika terkandung maslahah, maka perkara tersebut dapat 
dilakukan. Sedangkan jika terindikasi adanya mudharat di dalamnya, maka 
perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Pendekatan yang digunakan untuk 
ijtihad ini adalah pendekatan maslahah mursalah. 
 



































4. Istiqra’  
Syatibi berpendapat bahwa istiqra’ merupakan metode yang paling 
utama untuk mengetahui maqashid syari’ah.Istiqra’ adalah metode induktif 
yang digunakan untuk menentukan maqashid yang khusus dari yang umum. 
Jika maqashid khusus bertentangan dengan maqashid umum, maka istiqra’ 
tidak dianggap benar dalam tersebut. Contoh dari istiqra’ adalah bolehnya 
jual beli online yang dikhususkan dari dibolehkannya jual beli dalam qur’an: 
‚Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba‛. 
E. Tujuan Maqa>s{id al-Shari>’ah 
Secara prinsip Maqa>s{id al-Shari>’ahbertujuan untuk menciptakan 
kemaslahatan bagi umat manusia. Syatibi menyatakan bahwa tujuan pembuat 
syariat mensyariatkan suatu hukum untuk menciptakan kemaslahatan bagi 
hambanya baik di dunia maupun akhirat secara bersama-sama. Semua hukum 
Allah pada dasarnya bermuara pada satu titik yaitu kebaikan bagiumat manusia. 
Syatibi membagi tujuan Maqa>s{id al-Shari>’ahdalam tiga tingkatan yaitu 
dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah. Dharuriyyahmenempati urutan teratas 
yang bermakna bahwa tujuan yang paling utama karena umat manusia tidak 
dapat hidup tanpa memenuhi kebutuhan tersebut atau paling tidak hidupnya 
akan mengalami kerusakan. Tingkatan yang kedua adalah hajiyyah yaitu 
maslahah yang mempunyai tujuan memudahkan serta menyelamatkan manusia 
dari kesulitan meskipun tanpa dipenuhinya hajiyyah ini tidak akan 
 



































menyebabkan kerusakan. Sedangkan tingkatan yang ketiga adalah tahsiniyyah, 
yaitu sebagai penyempurna dari dua tingkatan sebelumnya yang hanya meliputi 
akhlak dan adat istiadat yang diterapkan umat manusia
12
. Tiga tujuan tersebut 
merupakan tujuan dari adanyaMaqa>s{id al-Shari>’ahyang disusun dalam rangka 
memenuhi kebutuhan manusia sehingga kehidupannya dimudahkan.  
Syatibi mengkualifikasikan tujuan Maqa>s{id al-Shari>’ahmenjadi lima 
kelompok yang diberi nama al-dharuriyat al-khamsah atau lima hal pokok 
(kebutuhan primer) yang harus dijaga. Lima hal pokok tersebut adalah hifzh al-
din (memelihara agama) hifzh al-nafs(memelihara jiwa) hifzh al-aql(memelihara 
akal) hifzhal-nasl (memelihara keturunan) hifzh al-mal (memelihara harta). 
Selain al-dharuriyat al-khamsah atau lima hal pokok yang harus dijaga tersebut 
sebagai kebutuhan utama, terdapat juga kebutuhan yang lain yaitu hajiyat 
(kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Al-dharuriyat al-




1. Hifzh al-din (memelihara agama) 
Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
a. Memelihara agama dalam peringkat dharuriyat, yaitu memelihara 
dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer, 
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seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, 
maka akan terancamlah eksistensi agama. 
b. Memelihara agama dalam tingkat hajiyat, yaitu melaksanakan 
ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti 
salat jamak dan salat qashar bagi orang yang sedang bepergian. 
Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam 
eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang 
yang melakukannya. 
c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti 
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, 
sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, 
misalnya menurut aurat, baik di dalam maupun di luar salat, 
membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat 
kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin 
untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi 
agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. 
Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan 
sampai meninggalkan salat yang termasuk kelompok daruriyat. 
Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai 
pelengkap (tahsiniyyat), karena keberadaannya sangat diperlukan 
bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan 
 



































dalam kategori hajiyaat atau daruriyat. Namun, kalau mengikuti 
pengelompkkan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk 
tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompo ini akan 
menguatkan kelompok hajiyyat dan daruriyat. 
2. Hifzh al-nafs(memelihara jiwa) 
Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan 
menjadi tiga peringkat: 
a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, seperti memenuhi 
kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 
Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat 
terancamnya eksistensi jiwa manusia. 
b. Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan 
berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. 
Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam 
eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.  
c. Memelihara jiwa dalam peringkat dalam peringkat tahsiniyyat, 
seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini 
hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak 







































3. Hifzh al-aql(memelihara akal) 
Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan 
menjadi tiga peringkat: 
a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyat, seperti diharamkan 
meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, 
maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. 
b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya 
menuntur ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka 
tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, 
dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. 
c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti 
menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan seseuatu 
yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak 
akan mengancam eksistensi akal secara langsung.  
4. Hifzhal-nasl (memelihara keturunan) 
Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, seperti 
disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini 
diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. 
 



































b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti 
ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada 
waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu 
tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami 
kesulitan, karena ia harus membayar misl. Sedangkan dalam kasus 
talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan 
hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. 
c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti 
disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini 
dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal 
ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, 
dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.  
5. Hifzh al-mal (memelihara harta) 
Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan 
menjadi tiga peringkat: 
a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariah tentang 
tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain 
dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka 
berakibat terancamnya eksistensi harta.  
b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syariat tentang 
jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka 
 



































tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan 
mempersulit orang yang memerlukan modal. 
c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan 
tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini 
erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini 
juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab 
peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat 
yang kedua dan pertama.  
Al-dharuriyat al-khamsah atau lima hal pokok (kebutuhan primer) dalam 
uraian di atas merupakan kebutuhan dasar dan esensial bagi manusia sehingga 
harus dipenuhi dengan diusahakan baik untuk kepentingan dunia maupun 
akhirat. Jika hal tersebut tidak tercapai, maka akan mengakibatkan terjadinya 
kerusakan yang selaras dengan seberapa besar kadar kebutuhan yang tidak 
tercapai tersebut. Jika kadar kebutuhan yang tidak tercapai besar, maka 
kerusakan yang bakal terjadi juga akan besar
14
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Ahmad a-Raisuni, Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi…,145. 
 



































TEORI TENTANG TALAK DAN PENDAPAT 4 (EMPAT) MADZHAB 
TENTANG TALAK BID’I 
 
 
A. Teori tentang Talak 
1. Pegertian Talak 
Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau 
gugatan perceraian, talak tebus atau khuluk, zihar, ila’, li’an dan sebab-sebab 
lainnya.
1
 Secara etimologi kata talak berasal dari bahasa Arab yakni  يطلق  -
 yang artinya adalah berpisah atau becerai. Sedangkanmenurut طلق –طالقا 
istilah syara’ para ulama mendefinisikan, diantaranya: 
Sayyȋd Sabiq,memberikan pengertian sebagai berikut: talak diambil 
dari kata itlȃq artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam 
istilah syara’, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya 
hubungan perkawinan.
2
 Wahbah Az-Zuhayli, mendefinisikan talak adalah 




Dari beberapa definisi yang telah di paparkan oleh beberapa ulama 
diatas, dapatlah diambil satu kesimpulan bahwa talak adalah memutuskan 
hubungan perkawinan antara suami dan isteri yang telah diikat oleh ikatan 
                                                 
1
Djamaan Nur, Fiqih Munakahat (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 133. 
2
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 9. 
3
Agustin Hanafi, Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan di Indonesia (Banda 
Aceh: ar-Raniry Pers, 2013), 200.  
 


































perkawinan yang sah menurut syari’at Islam dengan kata-kata tertentu, baik 
secara sharihmaupun secara kinayah.  
2. Dasar Hukum Talak 
Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan 
diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan Hadist. Hal ini 
dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam 
surat Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa: 
ـىينَّ ِبى  يكؼ ـىينَّ ِبى  يكؼو أىك  ى ِّحي  كى ى ۚ كىً ذىا طىلَّق يمي ٱلنِّسى ءى فػى ػىلىغنى أى ىلىهينَّ فىأىمًسكي
ـىينَّ ًض ىارا لِّ ى  ى يكاٍ  ًسكي ًل ى فػىقى   ىلىمى نىفسىوي ۚ  ي  ۚ  كى ى تػى ًَّخ يكاٍ ءىاى ًت ٱللًَّو ىيزيكاۥۚ كىمىن  ىف ى  ذى 
ً   ىً  يكيم  ًوً  ـاٍ ٱللَّوى ۦۚكىٱذكي يكاٍ نً  ىتى ٱللًَّو اىلى كيم كىمى  أىنزىؿى اىلى كيم مِّنى ٱلًك ى ً  كىٱًٱك ى  كىٱتػَّقي
ـاٍ أىفَّ ٱللَّوى ً كي ِّ  ىيءو اىًل م  ٢٣١ ٞ كىٱالى ي
 Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 
iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah 
mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) 
untuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya 
mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah 
kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah 
padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang 
di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya 
Allah maha mengetahui segala sesuatu.  
Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di sisi 
lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan 
suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses 
perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses 
perselisihan pasangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakam 
 


































yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih 
menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-istri dari pada 
memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakam untuk 
mendamaikan perselisihan antara suami-istri dijelaskan oleh Allah dalam 
firman-Nya surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:  
ـاٍ حىكى   مِّن أىىًلوً  ا ً الى    ۦكىً ف ًخف يم ً قى ؽى  ى ًنًه ى  فىٱ  ىثي ً  ى  كىحىكى   مِّن أىىًلهى  ً ف  ي
 ٣٥ا ٗ  ً فَّ ٱللَّوى كى فى اىًل  ن  خىً ريۗ  ػيـىفًِّق ٱللَّوي  ى نػىهي ى 
Artinya: Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, 
sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar 
kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan 
diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling 
mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena 
menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa 
dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan 
pada hakikatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. 
Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur 
 


































nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan 
kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).
4
 
Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang 
boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi 
dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif 
terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh 
usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan 
adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Perceraian dalam hukum negara 
diatur dalam:  
a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII 
tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai 
Pasal 41.  
b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan 
yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari 
Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.  
c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata 
cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 
Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan 
yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91. 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia…, 268. 
 


































d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur 
dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang 
Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai 
perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan 
ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan 
dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut 
dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab 
XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162. 
3. Rukun dan Syarat Talak 
Rukun Talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan 
terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. 
Rukun talak ada lima, yaitu: Orang yang menalak, Sighat atau kata-kata 
talak, Orang yang ditalak, Perwalian, dan Niat. Dalam rukun yang disebutkan 
diatasmempunyai Syarat-syarat diantaranya adalah: 
a. Syarat Orang Yang Menalak 
Talak diangap sah bila dilakukan oleh suami yang berakal, baligh, 
dan atas kehendak sendiri (mukhtar). Maka sifat mukallaf merupakan 
syarat, jadi talak orang safih (pemboros), meski tidak seberapa 
hukumnya tetap sah. Adapun orang yang mabuk karena berobat atau 
tidak disengaja talaknya tidak sah dan apabila mabuk dengan sengaja 
meminum minuman haram seperti khamr dan meminum obat yang bisa 
 






































b. Syarat Sighat Talak 
Redaksi kata-kata (shighat) talak ditujukan kepada pihak 
perempuan atau istrinya harus menggunakan kata yang jelas (sharih) 
meskipun tanpa niat dan menggunakan kata kiasan (kinayah) meskipun 
dengan niat. Menurut pendapat yang  masyhur, shighat yang sharih ada 
tiga, yaitu talak (cerai),  firaq (pisah), dan  sirah (lepas).
6
 
c. Syarat Qashdu (Kesengajaan Dalam Talak) 
Qoshdu adalah kehendak pemberi talak yang benar-benar ditujukan 
untuk terlaksana dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Talak yang 
diucapkan orang yang tidur, orang yang dipaksa, dan orang yang tidak 
mengetahui makna kata talak maka hukumnya tidak sah. 
d. Syarat Objek Talak 
Objek talak adalah seorang perempuan yang sah menjadi istrinya 
dan berikut seluruh jasad, ruh, wujud, atau sebagian unsur yang 
membentuknya. 
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 Wahbah Zuhaili,  Fiqih Imam Syafi’i Jilid 2 (Jakarta Timur: Darul Fikr, Bairut Cet. 1, 2008), 580. 
6
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan UU No.1 Tahun 1974 
(Yogyakarta: Liberty, 1982), 107. 
 


































4. Macam-Macam Talak 
Talak dibagi menurut beberapa keadaan, diantaranya dengan melihat 
kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak dibagi 
menjadi 2 macam yaitu: 
a. Talak Sunni, adalah talak yang pelaksanaanya telah sesuai petunjuk 
agama dalam Al-quran atau Sunnah Nabi. dengan bentuk talak sunni 
yang disepakati oleh ulama’ adalah talak yang dijatuhkan oleh suami 
yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa 
suci yang pada masa sucinya tersebut belum dicampuri oleh suaminya. 
b. Talak Bid’i, adalah talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan 
agama. Bentuk talak yang disepakati ulamaa’ termasuk dalam kategori 
talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan sewaktu istri sedang haid namun 
keadaan suci tetapi sedang dicampuri oleh suaminya. Hukum talak  bid’i 
adalah haram dengan alasan memberi madharat kepada istri, karena 
memperpanjang masa iddahnya.  
Ulama’ hanafiyah membagi talak di lihat dari segi keadaan istri yang di 
talak ada tiga macam, diantaranya adalah:
7
 
a. Talak Ahsan, yaitu talak yang disepakati ulama’ sebagai talak sunni 
sebagaimana dsebutkan diatas. 
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 Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media cet.1, 2006), 
220. 
 


































b. Talak Hasan atau disebut juga talak sunni, yaitu bentuk-bentuk talak yang 
diperselisihkan ulama’ sebagai talak sunni seperti disebutkan 
diatas,seperti talak dalam waktu istri sedang hamil. 
c. Talak Bid’i, yaitu talak yang disepakati ulama’ sebagai talak bid’i, yakni 
talak dalam masa haid atau dalam masa suci namun telah dicampuri dalam 
masa itu. 
Dengan melihat keada kemungkinan bolehnya si suami  kembali kepada 
mantan istrinya, talak ada dua macam, yaitu: 
a. Talak Raj’i, yaitu talak yang mana suami boleh kembali atau rujuk kepada 
istrinya dalam masa iddahnya tanpa ada akad baru. Talak raj’i adalah talak 
satu atau talak dua tanpa didahuli tebusan dari pihak istri. Status hukum 
perempuan dalam masa talak raj’i itu sama dengan si istri dalam masa 
perkawinan dalam semua keadaanya, kecuali melakukan hubungan antar 
suami istri. 
b. Talak Ba’in, yaitu talak yang menyebabkan suami tidak berhak untuk 
merujuk istri yang ditalaknya. Dan talak ini di bagi menjadi 2 macam, 
diantaranya adalah: 
1) Talak Ba’in Shugra, ialah talak yang mana suami tidak berhak untuk 
merujuk istri yang ditalak kecuali dengan akad dan mahar baru. Dalam 
talak ini menimbulkan dampak dan hukum - hukum yaitu hilangnya 
kepemilikan, bukan kehalalan, suami yang telah mentalaknya tidak 
 


































mempunyai hak untuk rujuk dalam masa iddah, tetapi ia boleh 
menikahinya lagi dengan kerelaanya pada masa iddah dan setelahnya 
dengan akad dan mahar baru, jatuh temponya mahar yang 
ditangguhkan,tidak berlaku zhihar, ila’, li’an dan saling mewarisi 
diantara keduanya, dan berkurangnya jumlah talak. Adapun selain 
kondisi – kondisi diatas, maka ada perbedaan pendapat mengenai 
perhitungan jumlah talak, yang dibedakan menjadi dua macam yaitu  
pertama, talak-talak dalam perkawinan diperhitungkan, dan wanita itu 
kembali kepada suami petamanya dengan talak yang masih tersisa. Dan 
yang kedua perkawinan kedua memusnahkan talak-talak terdahuu, 
sehingga wanita itu kembali kepada suami pertamanya dalam keadaan 
suaminya memiliki hak tiga talak atasnya. 
2) Talak Ba’in Kubra, yaitu talak dimana suami tidak berhak untuk rujuk 
kepada istri yang ditalaknya, baik dalam masa iddahnya maupun 
setelah habis masa iddahnya, kecuali dengan akad dan mahar baru, serta 
setelah wanita itu menikah lagi dengan orang lain dan telah digauli oleh 
suami keduanya kemudian cerai atau ditinggal mati dan sudah habis 
masa iddahnya. Hukum dan dampak talak ini adalah talak jenis ini 
menimbulkan dampak–dampak yang terjadi pada talak ba’in sughra, si 
wanita tidak dihalalkan bagi suaminya kecuali setelah menikah dengan 
 






































Adapun talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi menjadi 
dua macam, yaitu: 
a. Talak Tanjiz, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 
ucapan langsung, tanpa dikaitkan dengan waktu baik digunakan ucapan  
sharih atau  kinayah. 
b. Talak Ta’liq, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 
ucapan yang pelaksanaanya digantungkan kepada suatu yang terjadi 
setelahnya, baik menggunakan lafadz  sharih atau kinayah. Talak ta’liq ini 
berbeda dengan taklik Talak yang berlaku di beberapa tempat yang 
diucapkan oleh suami setelah  ijab qabul dilaksanakan. 
Talak dilihat dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak 
itu dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
a. Talak Mubasyir, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami 
yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil. 
b. Talak Tawkil, yaitu talak yang mengucapkanya tidak dilaksanakan sendiri 
oleh suami, tetapi di lakukan oleh orang lain atas nama suami. 
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B. Pendapat 4 (Empat) Madzhab tentang talak Bid’i 
Secara bahasa, istilah talak bid’i terambil dari kata bada’a, yabda’u yang 
berarti seuatu yang dilarang oleh syara’. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum 
Islam pasal 122 disebutkan ‚Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yakni talak 
yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam kadaan 
suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut‛.    
Para ulama sepakat bahwa talak bid’iadalah haram dan orang yang 
melakukannya berdosa. Mayoritas ulama dari empat madzhab: Hanafi, Maliki, 
Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan 
talak kepada istrinya dengan talak bid’i, maka talak tersebut berlaku dan sah. 
Adapun alasannya adalah pengakuan Abdullah bin umar ketika menceraikan 
istrinya dalam keadaan haid, lalu Rasulullah Saw memerintahkan agar ia 
merujuk kembali, brarti talak tersebut dianggap sah dan dihitung satu kali 
talak.
9
 Adapun talak bid’i menurut empat madzhab, antara lain: 
1. Talak Bid’i menurut Madzhab Hanafi 
Menurut madzhab hanafi talak bid’i ialah talak yang di lakukan oleh 
seorang suami terhadap istrinya berbilang sekaligus dalam satu kalimat, atau 
seorang suami yang menceraikan istrinya dengan tiga talak dalam satu 
sucian
10
 Menurut ulama’ Hanafiyyah, talak bid’idapat dilihat dari dua hal: 
 
                                                 
9
 Muhammad Bagir, Fiqh Praktis Juz 2 (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), 197.  
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 Wahbah al-zuhaili, Al Fiqh al-islam wa adillatuhu…, 374. 
 


































a. Dari segi waktu 
1) Talak satu (raj’i) pada masa haid, jika istri itu telah disetubuhi baik 
ia wanita merdeka atau budak. Larangan dalam bentuk ini, menurut 
ulama hanafiyah dapat memanjangkan masa iddah. 
2) Suami menjatuhkan talak isterinya yang masih/sudah haid sebanyak 
satu kali (raj’i) pada masa suci yang telah di setubuhinya baik itu 
wanita merdeka ataupun budak. Larangan dalam bentuk ini, menurut 
ulama hanafiyyah adanya kemungkinan istrinya itu hamil lalu ia 
akan menyesal menjatuhkan talak kepada istrinya itu. 
b. Dari segi jumlah talak yang di jatuhkan. 
1) Sedangkan dari segi jumlah talak, talak bid’imenurut mereka adalah 
apabila seorang suami menjatuhkan talak istrinya, yang merdeka 
sebanyak tiga dan budak sebanyak dua, pada satu kali masa suci 
yang belum disetubuhi baik jumlah itu dijatuhkan dalam waktu 
sekaligus atau satu persatu. 
Namun ketika suami telah menjatuhkan talak bid’i, ulama hanafi 
memiliki dua pendapat:  
1) Disunnahkan untuk rujuk kembali. Pendapat ini merupakan pendapat 
yang daif.  
2) Diwajibkan untuk rujuk kembali. Karena laki-laki yang menjatuhkan 
talak bid’i dianggap melakukan maksiat perbuatan, dan maksiat 
 


































tersebut bisa dihilangkan dengan cara merujuk kembali istrinya, 
adapun atsar dari maksiat tersebut adalah memperpanjang masa 
iddah istri, maka jika istri rela terhadap adanya perpanjangan masa 
‘iddahnya di perbolehkan untuk tidak merujuk kembali. Apalagi jika 
diantara keduanya sudah saling enggan untuk bersama kembali, atau 
jika suammi merujuknya malah akan menyakiti istri. Setelah suami 
menjatuhkan talak ketika masa haid istri kemudian merujuknya 
ketika masa haid juga, maka diwajibkan untuk menahannya sampai 
suci, kemudian haid lagi, dan suci untuk kedua kalinya. Dan dalam 
masa tersebut suami tidak di perkenankan untuk mendekati atau 
mencampuri istri. sampai suci untuk yang kedua kalinya, suami 
boleh menahannya atau mentalaknya.
11
 
2. Talak Bid’i menurut Madzhab Maliki 
Madzhab maliki membagi talak bid’i menjadi dua bagian yaitu haram 
dan makruh. Talak bid’i haram yaitu talak yang di jatuhkan kepada istri yang 
sudah di campuri dalam tiga keadaan, diantaranya: 
a) Mentalak istinya dalam keadaan haid atau nifas. 
b) Mentalak tiga sekaligus, baik ketika suci maupun haid. 
c) Talak yang di jatuhkan setelah talak yang pertama dengan perkataan 
‚kamu tertalak setengah, atau ‚tanganmu tertalak‛.  
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 Abd al-Rahman al-Jaziri, Al-fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ahjilid 4 (Kairo: Muassasah al mukhtar, 
2000),239. 
 


































Talak bid’i menjadi makruh dalam dua keadaan.  
a) Talak dalam masa suci yang dalam masa tersebut telah di campuri. 
b) Menjatuhkan dua talak sekaligus. 
Diharamkannya talak ketika istri dalam keadaan haid. Namun jika hal 
itu terjadi, maka talak tetap sah. Jika suami tetap menalaknya, maka wajib 
untuk rujuk kembali, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya: 
‚tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh di mudharatkan‛
12
 
Talak dalam keadaan haid menyulitkan istri karena akan 
memperpanjang masa ‘iddahnya. Maka kesulitan tersebut harus di hilangkan 
dengan cara merujuknya. Perintah untuk merujuk ini berdasarkan hadist Nabi 
dalam kitab shahih bukhari yang artinya: ‚Bahwasanya pada zaman Nabi, 
Sayyidina umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, lalu beliau menayakan 
hal ini pada rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda ‚perintahkanlah dia 
untuk merujuknya. Kemudian hendaknya dia menahannya sampai dia suci. 
Kemudian haid dan suci. Kemudian jika dia mau dia dapat mentalaknya 
dalam keadaan suci sebelum sempat ia setubuhi. Demikianlah iddah yang di 
perintahkan Allah SWT untuk perempuan yang di talak‛.  
3. Talak Bid’i menurut Madzhab Syafi’i terbagi menjadi dua, yaitu: 
a) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah di 
setubuhi pada masa haid. Ketentuan ini berdasarkan kepada 
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 Hadist riwayat Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas. 
 


































firman Allah swt dalam surat al-Talak ayat 1. Adapun sebab 
pengharaman menjatuhkan talak dalam bentuk ini, karena akan 
memberikan mudharat bagi istri karena ia akan ber-iddah relatif 
lebih lama. 
b) Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya pada masa suci namun 
pada masa suci itu ia telah mencampuri menyetubi istrinya. 
Menurut pendapat terkuat dalam madzhab ini, menyetubuhi di 
dubur (anus) juga termasuk dalam madzhab ini, karena ada 
kemungkinan istrinya hamil atau tidak. Oleh karenanya akan 
menyulitkan masa iddah-nya, apakah sampai melahirkan atau 
dengan menggunakan quru’. Di samping itu ada kemungkinan 




 Shafi’iyah berpendapat bahwa hukum merujuk istri ketika telah 
terjadi talak bid’i adalah sunnah. Pendapat ini berbeda dengan pendapat 
malikiyah dan Hanafiyah yang mewajibkan rujuk ketika terjadi talak bid’i, 
mereka berpendapat bahwa amr dalam hadits tersebut menunjukkan arti 
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 Wahbah al Zuhaily, Al-fiqh al islamiy wa adillatuhu…, 431. 
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 Abi Muhammad ‘Abd al-Wahhab bin Nasr al-Baghdadi al-Maliki, Al-Isyraf ‘ala Nukati Masail al-
Khilafi (Mesir: Dar ibnu ‘Affan, 2008), 402. 
 


































4. Talak Bid’i menurut Madzhab Hambali  
Menurut Hanabilah talak bid’i adalah haram karena dijatuhkan oleh 
suami ketika istri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci tetapi sudah 
di campuri pada saat masa suci tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa talak bid’i termasuk talak yang dilarang. Larangan tersebut di 
karenakan talak dilakukan pada waktu-waktu yang menghalangi istri dapat 
langsung memulai masa ‘iddahnya, yaitu ketika istri dalam keadaan haid dan 
ketika istri dalam keadaan suci tetapi telah di campuri pada masa suci 
tersebut. Jika suami menjatuhkan talak pada saat tersebut, maka istri akan 
mengalami masa iddah yang lebih panjang di bandingkan ketika ia di talak 
pada masa suci. Sekalipun dilarang, namun talak ini tetap sah sehingga 
mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami. 
 



































ANALISIS MAQA>S{ID AL-SHARI>’AH AS-SYATIBI TERHADAP PENDAPAT 
EMPAT MADZHAB TENTANG SAHNYA TALAK BID’I 
A. Analisis Pendapat Empat Madzhab tentang Sahnya Talak Bid’i 
Pada bab III telah dipaparkan secara jelas tentang pendapat empat mazhab 
mengenai hukum talak bid’i (talak bid’ah). Secara garis besar, pada dasarnya talak 
itu diperbolehkan, meskipun dibenci dalam Islam. Talak boleh dilakukan, namun 
dengan cara yang baik. Adapun cara yang yang baik yaitu seperti talak sunni 
(sunnah), yaitu menceraikan istri ketika dalam keadaan suci dan belum digauli pada 
masa suci itu dan talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.
1
Sedangkan 
talak bid’i dilarang karena menceraikan istri dengan cara yang tidak baik, yakni 
ketika istri dalam keadaan sedang haid atau suci tetapi sudah digauli. Padahal 
Alquran memerintahkan agar mencereraikan istri dalam keadaan yang wajar, 
sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat at-Thalaq ayat 1 yang artinya: 
ـاٍ ٱلً  َّةى  ـىينَّ لًً  ًَّ ًنَّ كىأىح ي ـاٍ ٱللَّوى رى َّكيمۖ ى أى ػُّدهى  ٱلنًَّ ُّد ً ذىا طىلَّق يمي ٱلنِّسى ءى فى ىلِّقي   ى ۖ  كىٱتػَّقي
ـً ًنَّ كى ى  ى ي نى ً َّ  ـىينَّ ًمن  ػي ي ً لى  مُّد ػى ػِّنى ٓ  ي ً ي  كىمىن  ػى ػى ى َّ ۚ  كىتًل ى حي يكدي ٱللَّوً ۚ  أىف  ىأًت ى  ًفى 
ًل ى أىم ا ۥۚحي يكدى ٱللًَّو فػىقى   ىلىمى نىفسىوي  ً ثي  ى  ى ذى  ١  ى تى رًم لى ى َّ ٱللَّوى ُيي  
‚Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 
dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. 
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 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, 229. 
 


































Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. 
Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum 
Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 
Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal 
ysang baru.‛ 
 
Yang dimaksud dengan ‚menghadapi iddahnya yang wajar‛ adalah mentalak 
istrinya pada waktu suci yang belum dicampuri, sehingga ia dapat menjalani masa 
iddah yang ditentukan oleh agama.
2
  Masa iddah (masa tunggu) yang ditentukan 
oleh agama adalah masa iddah yang disebabkan oleh talak sunni, yaitu talak yang 
diajarkan oleh Rasulullah saw. yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan hamil. 
Sesuai dengan hadis nabiyang juga menjadi dalil pengharaman talak bid’i yaitu 
mengenai pengakuan Ibnu Umar, yang artinya: 
‚Sesungguhnya Ibnu Umar telah mentalak isterinya, sedang isterinya itu dalam 
keadaan haid pada masa Rasulullah saw. maka Umar Ibnu Khattab menanyakan  
hal yang demikian kepada Rasulullah saw. beliau berkata: ‚Suruhlah ia agar 
merujuk isterinya itu, kemudian hendaklah ia menahan isterinya itu hingga suci, 
kemudian haid, kemudian suci, kemudian sesudah itu jika ia mau, ia boleh 
memegang (tetap menggauli) istrinya sesudah itu dan jika ia mau, ia boleh 
mentalaknya di waktu suci belum dicampurinya. Itulah iddah yang 
diperintahkan Allah bahwa mentalak istri agar menjalankan masa iddahnya‛. 
(H.R. Bukhari dan Muslim)
3
 




 Hadis Bukhari no. 5251;5252;5253;5258 dan Muslim no. 1471.  
 


































Hadis tersebut dapat kita pahami bahwa diharamkannya talak bid’i karena talak 
tersebut akan mengakibatkan masa iddah istri menjadi lama, karena haid dalam 
iddah tidak dihitung sebagai iddah
4
. Oleh karena itu, talak seperti ini akan 
menyulitkan istri. 
Pada dasarnya, wanita yang dicerai suami tidak dalam keadaan hamil dan sudah 
pernah bergaul suami-istri, dan sudah/masih haid, maka iddahnya adalah tiga kali 
quru. Sesuai dengan Alquran surat al-Baqarah ayat 228:  
ى ٍَّ نى  ًأىنٍػفيًسًهنَّ  ى ى ى ى  ػي يكءو كى ى ُيًى ُّد  ىينَّ أىٍف  ىٍك يٍ نى مى  خىلىقى اللَّوي ً  أىٍرحى ًمًهنَّ   كىاٍل ي ىلَّقى تي  ػى ػى
Artinya: ‚Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 
dalam rahimnya‛  
 
Quru adalah kalimat musytarak, bermakan ‚haid‛ dan ‚suci‛.Para ulama 
berbeda pendapat tentang makna quru. Para ulama Maliki dan Syafi’i memaknai 
qurudengan suci. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Hambali 
quru berarti haid.5Masa iddah dihitung dari masa suci saat diceraikan sedangkan jika 
istri diceraikan sedang haid, maka masa iddah dihitung sejak masa suci setelah haid 
itu. 
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Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 232. 
5
 M. Quraish Shihab, Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah(Jakarta: Lentera Hati, 2004), 24.  
 




































Apabila mengacu kepada quru sebagai masa suci, maka jika seorang suami 
menjatuhkan talak pada tanggal 1 April, maka masa iddah istrinya berakhir pada 
tanggal 10 Juni atau saat dimulainya masa haid ketiga. Jika dihitung lama bulannya, 
berarti masa iddah ini kurang lebih sekitar dua bulan. 
Namun, jika yang memahaminya dalam arti haid, maka masa iddahnya masih 
berlanjut sampai selesainya haid ketiga, dengan penjelasan masa iddahnya 
habis/berakhir pada masa habisnya haid yang ketiga. Istri yang ditalak dalam 
keadaan suci yang belum dicampuri, kemudian beriddah tiga kali haid. Jadi masa 
iddahnya kurang lebih tiga bulan. Apabila ia ditalak pada waktu haid (talak bid’i), 
maka masa iddahnya adalah setelah habis masa haid yang keempat, karena haid yang 
pertama tidak termasuk ke dalam haid yang dihitung.  
Dengan demikian, yang memahaminya dalam arti suci memberi kemudahan 
kepada wanita, di samping memberi tenggang waktu penangguhan bagi suami. 
Sedangkan yang memahaminya dalam arti haid lebih memperpanjang lagi waktu 
penundaan bagi suami, karena perceraian tidak dilakukan kecuali dalam keadaan 
suci.  
Ulama empat mazhab sepakat bahwa pengucapan talak kepada istri yang sedang 
haid atau suci tetapi dicampuri adalah bertentangan dengan syariat dan perbuatan 
 


































tersebut dilarang, serta dianggap berdosa bagi yang melakukannya.
6
 Talak bid’i 
merupakan suatu amalan yang tidak berdasarkan sunah Nabi karena itu amalan 
tersebut ditolak. Berdasarkan hadis Nabi saw.:  
 (ركاه املسلم)من ا   ا   ل س ال و أم ن  فهـ رٌد 
Adapun dalil pengharamannya hadis dari pengakuan Ibnu Umar, yang artinya: 
‚Sesungguhnya Ibnu Umar telah mentalak isterinya, sedang isterinya itu dalam 
keadaan haid pada masa Rasulullah saw. maka Umar Ibnu Khattab menanyakan  
hal yang demikian kepada Rasulullah saw. beliau berkata: ‚Suruhlah ia agar 
merujuk isterinya itu, kemudian hendaklah ia menahan isterinya itu hingga suci, 
kemudian haid, kemudian suci, kemudian sesudah itu jika ia mau, ia boleh 
memegang (tetap menggauli) istrinya sesudah itu dan jika ia mau, ia boleh 
mentalaknya di waktu suci belum dicampurinya. Itulah iddah yang 
diperintahkan Allah bahwa mentalak istri agar menjalankan masa iddahnya‛. 
(H.R. Bukhari dan Muslim)
7
 
Namun, meskipun dilarang dan berdosa, talaknya tetap sah. Sebagaimana 
dikatakan umumnya oleh ulama empat mazhab. Ibnu Al-Munzir, dan Ibnu ‘Abd Al-
Barr bahkan mengatakan, bahwa tidak akan ada yang menentang pendapat para 
ulama empat mazhab itu, kecuali para pelaku bid’ah dan kesesatan.
8
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 Muhammad Bagir, Fiqh Praktis, Juz II (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), 196. 
7
 Hadis Bukhari no. 5251;5252;5253;5258 dan Muslim no. 1471.  
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 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali, 
Terjemahan oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff dari judul Asli Al-Fiqh ‘Ala al 
Madzahib al-Khamsah, (Jakarta: Lentera, 2001), 441-443. 
 


































Hadis mengenai pengakuan Ibnu Umar tersebut menjadi landasan ulama empat 
mazhab atas sahnya talak bid’i karena ketika menceraikan istrinya dalam keadaan 
haid, Rasulullah saw. memerintahkan agar ia merujuk kembali. Sebagaimana kata 
Rasulullah:   
...ميٍ هي فػىٍل ػي ىاً ٍ هى  … 
‚hendaklah ia merujuk istrinya kembali‛9, Artinya perintah rujuk itu karena talak 
telah jatuh sehingga talak tersebut telah berlaku (sah) dan dihitung satu kali talak. 
Alasan mengapa talak bid’i tersebut tetap sah dan dianggap jatuh yaitu dengan 
merujuk perkataan Rasulullah SAW tersebut. Secara logika, ada perintah untuk 
rujuk berarti juga ada peristiwa talak yang sudah terjadi. Atas dasar itulah ulama 
empat mazhab menganggap talak bid’i sah.  
Akan tetapi apabila kita lihat menurut hukum Islam, mengapa talak tersebut 
tetap sah dan jatuh, bisa kita analisis dengan beberapa pertanyaan: pertama, apakah 
syarat dalam talak sunnah itu adalah syarat sah atau syarat kesempurnaan 
(itmam)?;kedua, apakah waktu untuk mentalak masuk syarat sah atau syarat 
itmam?. Dalam kitab al Muhadzab, dijelaskan bahwa syarat sahnya talak bagi pihak 
suami antara lain yaitu, pihak yang menjatuhkan talak adalah suami yang sah, 
baligh, berakal sehat, dan menjatuhkan talak atas kemauannya sendiri. Demikian 
pula anak kecil dan orang yang hilang kesadaran akalnya, seperti karena tidur, sakit, 
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 H.R. Bukhari no. 5251 dan Muslim 1471. 
 




































 Artinya, talak bid’i tetap dianggap sah karena syarat sah daripada 
jatuhnya talak tidak mengatur masalah waktu atau kondisi seorang istri apakah 
sedang haid atau tidak.  
Analisis selanjutnya yaitu hukum asal daripada talak pada dasarnya adalah boleh. 
Adapun talak bid’i dilarang oleh nash bukan karena tidak menepati rukun atau 
syaratnya, tetapi atas sebab lain.
11
 Dengan kata lain, apabila karena perceraian 
tersebut dapat menimbulkan kemudharatan atau kesusahan bagi seseorang maka 
hukumnya wajib dicegah atau dilarang. Dalam hal ini yaitu akan menyusahkan pihak 
istri karena akan menjadikan masa iddah istri menjadi lama. Hal tersebut sesuai 
dengan kaidah ‚mengindarkan segala hal yang menyusahkan‛. Bila dianalogikan, 
seperti kasus jual beli. terdapat jual beli yang haram namun tetap sah, yaitu salah 
satu contohnya jual beli yang menjual barang yang berguna, tetapi kemudian 
dijadikan alat maksiat oleh orang yang membelinya; menimbun; tipuan; monopoli; 
dan lain-lain.
12
 Semua  jual beli tersebut tetap sah, namun dilarang oleh agama. 
Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah karena menyakiti penjual, 
pembeli, atau orang lain; menyempitkan gerakan pasaran; dan merusak ketentraman 
umum. Dengan penganalogian tersebut talak ini tetap sah meskipun diharamkan 
karena menyebabkan sebuah kemudhratan, bahkan menurut sebagian ulama 
pelakunya dianggap berdosa, seperti halnya perkara jual beli tersebut.  
                                                 
10
 Syekh al-Syairazi, al-Muhadzab, jilid 3 (Beirut: Darul Kutub,tt), 3. 
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 H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 284. 
 


































Menurut keempat mazhab, setidaknya terdapat dua keadaan dalam hal 
pengharaman talak bid’i, yaitu ketika istri sedang haidmazhab Maliki juga 
memasukkan nifasdan suci tetapi sudah digauli. Selain itu tergolong bid’i (Bid’ah) 
jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu 
diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak bid’ah. Jika suami 
menjatuhkan talak dalam waktu/keadaan/kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh 




B. Analisis Maqāsid al-Syarī’ah As-Syatibiterhadap Pendapat Empat Madzhab 
tentang Sahnya Talak Bid’i 
Selanjutnya, untuk mengetahui tujuan (Maqāsid Al-Sharī’ah) pengharaman 
talak bid’i, kita perlu mengetahui terlebih dahulu illat/motif hukum atau ratio legis-
nya. Terdapat dua illat/motif hukum atas pengaharaman ini, pertama, talak ketika 
istri haidakan memperpanjang masa iddah. Kedua, talak ketika istri suci tetapi 
digauli akan mengahadapi masa iddah yang tidak meyakinkan atau menentu. 
Kemudian, bagaimana pandangan ini menurut Maqāsid al-Syarī’ah? Apakah sudah 
sesuai dengan 5 kemaslahatan?Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis 
merumuskan menjadi 2 alasan pokok. 
Alasan yang pertama, yaitu memperpanjang masa iddah. Seperti yang ditulis 
Wahyudi, illat hukum pengharaman yaitu untuk melindungi perempuan dari 
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kemudaratan karena bertambahnya masa iddah. Dalam hal ini karena, ketika talak 
dijatuhkan pada saat istri haid, masa haid tersebut tidak dihitung sebagai masa iddah 
yang wajib dijalani oleh istri, saat itu istri tidak dapat menghadapi iddahnya, 
sehingga akan bertambah lama masa iddahnya.
14
 Artinya, dia akan melewati haid 
tersebut hingga suci tanpa dihitung sebagai iddah dan ini bermakna menalaknya 
bukan pada saat istri langsung menghadapi iddahnya. Hal ini berakibat panjangnya 
masa penantian yang akan dijalaninya dan ini memudaratkan istri.  Sedangkan 
Menghindari dari kemudaratan adalah bagian dari pelaksanaan perintah Allah yang 
sangat prinsipil karena termasuk tujuan syariat "hifzun nafs". Sebagaimana kaidah 
fikih:  
ٍلً  اٍل ى ى ًلً   ـه اىلى   ى دىرٍعي اٍل ىفى ً  ي ميقى َّ
 Muncul pertanyaan, apa yang menjadi persoalan jika bekas istri menunggu 
terlalu lama pada masa iddah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya 
menjelaskan sedikit pengertian dan hikmah daripada iddah. Menurut Kamal 
Muchtar, Iddah berarti ketentuan, dalam pengertian waktu menunggu bagi bekas 
istri yang telah dicerai oleh bekas suaminya, yang pada waktu itu bekas istri tidak 
boleh kawin dengan laki-laki lain. Hukum daripada iddah adalah wajib dan lama 
waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan bekas suami yang mencerai 
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atau bekas istri yang dicerai.
15
 Adapaun hikmah daripada iddah adalah, pertama, 
agar tidak ada keragu-raguan tentang kesucian rahim bekas istri, sehingga tidak ada 
keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh bekas istri apabila ia telah kawin 
dengan laki-laki yang lain.  
Setidaknya, jika masa iddah sesuai ketentuan syariat/agama, memungkinkan 
istri untuk dapat menerima pinangan dari lelaki lain lebih cepat. Jika hal yang 
demikian merupakan satu hal yang menjadikan bekas istri lebih bahagia, maka 
pengharaman talak bid’i sudah sesuai karena untuk kebaikan psikis istri. seorang  
wanita akan lebih bahagia karena tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan 
lelaki yang siap meminangnya. Hal yang demikian sudah sesuai dengan tujuan 
syariat yaitu dalam rangka menjaga akal (psikis) dari kesusahan terlalu lama 
menunggu (hifzun aql). 
Alasan yang kedua yaitu, Istri yang ditalak selagi suci tetapi sudah digauli 
akan menyebabkan bekas istri menghadapi iddah yang tidak meyakinkan. Hal ini 
karena boleh jadi dia hamil sehingga iddahnya adalah melahirkan, atau dia tidak 
hamil sehingga iddahnya adalah tiga kali haid. Benar, dia dapat langsung 
menghadapi iddahnya salah satu dari dua kemungkinan tersebut, tetapi iddah yang 
akan dihadapinya tidak menentu. Ketidak menentuan adalah yang menjadi illat 
hukum pada alasan ini. Hal tersebut memungkinkan akan membuat susah bekas istri 
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karena dihantui rasa kebimbangan dan akan membuat mentalnya sakit sehingga hal 
tersebut bertentangan dengan maqashid al-syariah, yaitu hifz aql.  
Selanjutnya, jika bekas istrinya hamil memungkinkan suami yang 
menceraikan akan menyesal karena ia akan berpisah juga dengan anaknya. Jika 
aturan ini dibolehkan, akan menyebabkan anak yang sudah lahir jauh dari kasih 
sayang bapak sehingga bayi tersebut tidak sebagaimana mana kebanyakan bayi lahir, 
yaitu ditemani ayah dan ibunya. Disamping itu, kewajiban menafkahi bekas istri 
akan putus setelah masa iddah berakhir, berarti bekas istri akan berjuang sendirian 
untuk membesarkan anaknya. Hal ini akan tidak mengapa bila sang bekas istri 
mampu untuk membesarkan seorang diri, jika tidak mampu, selain bekas istri yang 
terlantar, sang anak pun juga ikut terlantar. Oleh karena itu, mentalak istri ketika 
suci tetapi sudah dicampuri, selain bertentangan dengan hifz aql juga bertentangan 
dengan hifz nasl (menjaga keturunan).  
Adapun salah satu hikmah keharusan talak dijatuhkan saat istri sedang suci 
adalah agar ia langsung menjalani masa iddah, sehingga masa iddahnya menjadi 
lebih singkat. Berbeda halnya, jika talak dijatuhkan saat istri sedang haid, meskipun 
tetap sah, maka masa iddahnya menjadi lebih lama karena dihitung sejak dimulainya 
masa suci setelah haid. Pendapat ini patut kitasyukuri karena jika talak bid’i 
diperbolehkan akan membuat masa iddah istri lebih lama dan termasuk masa 
iddahyang tidak wajar dan tidak dibenarkan di dalam  Al-quran. Demikian pula jika 
istri ditalak dalam masa suci tetapi setelah dicampuri, maka kemungkinan untuk 
 


































hamil akan terbuka. Jika itu terjadi, maka masa mengandung hingga melahirkan 
akan menjadi masa iddahnya.
16
 Selain itu juga akan membuat banyak lelaki/suami 
menyesal di kemudian hari karena akan berpisah dengan calon anaknya kelak jika 
terbukti hamil. 
Syariat Islam yang diturunkan Tuhan adalah sebagai rahmat bagi manusia, 
dengan kata lain semua syariat tersebut mengandung tujuan untuk memberikan 
kesejahteraan terhadap manusia.
17
 Menurut imam asy-Syatibi kemaslahatan yang 
paling utama yang harus diupayakan adalah maslahat ḍarûriyyah(kebutuhan primer) 
prinsip ini harus dijalankan, demi berlangsungnya urusan dunia dan akhirat secara 
baik. Upaya pendekatan  Maqāsid al-Sharī’ah penekanannya terletak pada upaya 
menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi melalui 
pertimbangan maksud-maksud syara’ dalam menetapkan hukum, baik yang ada 
ataupun yang tidak ada nashnya secara khusus. Seperti halnya aturan pengharaman 
talak bid’i meskipun tidak seluruhnya mencakup 5 kemaslahatan. Oleh karenanya, 
pengetahuan dan pemahaman Maqāsid al-Sharī’ah dari Alqur’an dan Sunnah 
merupakan aspek penting dalam melakukan istinbat hukum.  
                                                 
16
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Edisi 1 cet.3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2008), 204. 
17
 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah Menurut As-Syatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1996), 154. 
 







































1. Ulama empat mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, 
dan Imam Hambali) sepakat bahwa hukum talak bid’i adalah haram. 
Namun mengenai akibat hukum yang ditimbulkan, mereka sepakat bahwa 
apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak 
bid’i, maka talak tersebut tetap berlaku dan sah. Suami yang 
menjatuhkan talak bid’i kemudian merujuk istrinya hukumnya sunah. 
Kecuali Imam Malik, beliau berpendapat wajib hukumnya bagi suami 
untuk merujuk istri yang telah dijatuhi talak bid’i. 
2. Bila dianalisis menggunakan Maqāsid al-Sharī’ahterdapat kemadharatan 
yang timbul dari talak bid’i diantaranya jika istri ditalak ketika haid, 
masa iddah istri yang ditalak bid’i akan menjadi semakin lama atau jika 
ditalak dalam keadaaan suci tetapi sudah digauli, akan menimbulkan 
ketidak tentuan dalam masa iddah. Oleh karena itu, mentalak istri ketika 
suci tetapi sudah dicampuri, selain bertentangan dengan hifz aql(menjaga 
akal) juga bertentangan dengan hifz nasl (menjaga keturunan).  
Karena hal tersebut termasuk ke dalam kategori iddah yang tidak wajar 
dan tidak dibenarkan di dalam  Al-quran.  
 




































Berdasarkan rumusan masalah dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah 
dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Kepada pasangan suami istri agar tidak terburu-buru dalam memutuskan 
untuk bercerai, meski cerai diperbolehkan dalam Islam tetapi tetap dibenci 
oleh Allah. 
2. Kepada suami agar lebih berhati-hati lagi dalam memutuskan untuk 
menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau istri dalam keadaan suci 
tetapi sudah digauli karena selain hukumnya sah tetapi haram juga 
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